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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang 
berasal dari sumber primer dan sekunder. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah 
kurang optimalnya pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Ketersediaan 
dana menjadi faktor yang dapat mempercepat atau menghambat pembangunan. Berdasarkan 
temuan, peran pemerintah desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat dinilai dari aspek 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Selama masa kepemimpinan kepala desa saat ini, pemberdayaan 
masyarakat belum terlaksana dengan baik, dan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh 
kepala desa sebelumnya tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Akibatnya, pemberdayaan 
masyarakat di Desa Air Hitam Laut belum memberikan dampak signifikan dalam 
meningkatkan ekonomi lokal. Pemberdayaan di desa ini diharapkan dapat segera berjalan 
sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu cara untuk 
memaksimalkan potensi masyarakat adalah dengan memberikan motivasi serta mendorong 
partisipasi aktif mereka dalam pembangunan. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka dapat 
terbebas dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit. Selain itu, masyarakat juga diharapkan 
mampu menjangkau sumber-sumber produktif untuk meningkatkan pendapatan serta ikut 
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. 

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa , Pemerdayaan, Ekonomi Masyarakat 

 

PENDAHULUAN 

Masyarakat adalah elemen yang tak terpisahkan dari berdirinya suatu negara. Setiap 

negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. 

Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

pada alinea keempat tahun 1998, yang menyatakan bahwa negara harus "melindungi seluruh 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia" (Mardi Yatmi, 2008:80; 

Zainal Mukkarom U, 2010:38). Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah desa. 

Jika hanya bergantung pada pemerintah pusat, tingkat perekonomian di berbagai 

daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki infrastruktur pendukung dan sumber daya 
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berkualitas akan lebih sejahtera, sedangkan daerah terpencil tanpa fasilitas penunjang akan 

tertinggal. Ketidaksetaraan ini dapat memicu kecemburuan dan memperlebar kesenjangan 

antara yang kaya dan miskin (Jalal Ludin Rahman, 2010:141). 

Pemerintah desa berperan penting dalam mengawasi situasi di setiap wilayah serta 

memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Untuk mencapai 

kesejahteraan, masyarakat harus dilibatkan secara menyeluruh dengan memanfaatkan sumber 

daya yang tersedia di berbagai sektor. Penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan 

desa memainkan peran vital dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat 

desa (Muhammad Irfan, 2014:58). 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa 

yang diteliti perlu mengambil inisiatif dan memulai pembangunan mereka sendiri, terutama 

dalam strategi keuangan untuk pengembangan sosial dan ekonomi desa. Desa-desa yang tidak 

mendapat dukungan dari pemerintah atau organisasi lokal dalam mengembangkan strategi 

keuangan dan mengakses layanan keuangan akan lebih rentan mengalami penurunan 

ekonomi (Qadariah, 2014:123). 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada tipe Penelitian 

kualitatif.    Metode ini tidak bertujuan untuk menemukan hubungan sebab-akibat dengan 

apa pun, melainkan berupaya memahami situasi atau konteks tertentu, Sebagaimana adanya. 

Penelitian pada jurnal berupaya memahami dan menganalisis gejala dengan menafsirkan 

suatu masalah atau kombinasinya Menyimpulkan berbagai makna dari permasalahan yang 

disajikan dalam situasi tersebut. Artinya metode penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang tepat untuk menghasilkan data deskriptif dari tulisan ini. Teknik 

pengumpulan data, yaitu. Observasi, wawancara, dan pencatatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Air Hitam Laut 

Kecamatan Sadu belum berjalan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan pendapat 

Hermawan et al. (2021), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses 

pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, 

pemerintah desa masih belum memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi, dan 

inisiatif kepala desa sebelumnya kurang berhasil karena tidak tepat sasaran. Kondisi ini sesuai 
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dengan penelitian Mashur et al. (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan 

pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan masyarakat 

lokal. 

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam program pembangunan desa. Hanya sekitar 30% masyarakat yang terlibat 

aktif dalam perencanaan pembangunan, sedangkan sisanya menunjukkan ketidakpedulian 

atau merasa kurang diberdayakan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam 

penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Arfianto & 

Balahmar (2014), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci 

dalam keberhasilan program pemberdayaan. 

Istilah pemberdayaan mengacu pada kata empowerment. Sebagai penguatan, yaitu 

upaya mengaktualisasikan potensi yang ada. Secara teknis, istilah pemberdayaan dimiliki oleh 

masyarakat, disamakan dengan istilah pengembangan. Memberikan kekuatan kepada 

masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kehormatan dan martabat masyarakat. Mereka yang 

tidak dapat melepaskan diri dari perangkap status quo. Kemiskinan dan keterbelakangan. 

Secara prinsip, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu mereka yang kurang 

beruntung atau tidak memiliki kekuatan agar dapat berdaya. Melalui pemberdayaan, 

diharapkan terjadi perubahan positif dalam kondisi mereka. Dalam hal pemberdayaan 

ekonomi, diperlukan dukungan dari semua pihak karena pemberdayaan ekonomi dapat 

memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat, khususnya yang mayoritas beragama 

Islam. 

Dengan demikian, usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari 

agenda umat, di mana manfaat dari pemberdayaan ini pada dasarnya akan kembali kepada 

masyarakat itu sendiri. 

1. Kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat secara jelas tercantum dalam 

GBHN Tahun 1999, serta dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dalam GBHN 1999, terutama pada "Arah Kebijakan Pembangunan 

Daerah", disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah harus dilakukan secara 

luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan tujuan untuk memberdayakan 

masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga 

keagamaan, lembaga adat, serta lembaga swadaya masyarakat, serta memanfaatkan 

seluruh potensi masyarakat dalam kerangka NKRI. 
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2. Sementara itu, dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan 

bahwa salah satu pokok utama dalam undang-undang tersebut adalah mendorong 

pemberdayaan masyarakat, mengembangkan prakarsa dan kreativitas, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat. 

3. Berdasarkan analisis kebijakan yang ada dalam kedua dokumen tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Setiap langkah yang diambil dalam 

rangka pemberdayaan masyarakat akan langsung mendukung penguatan dan 

pemantapan otonomi daerah, dan sebaliknya, penguatan otonomi daerah juga akan 

berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat. 

4. Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS) 2000-2004 serta Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 

dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan 

kemandirian masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat lokal, 

pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kemandirian 

masyarakat untuk membantu mereka dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, 

sosial, dan politik. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam 

memberdayakan masyarakat di Desa Air Hitam Laut. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Diatmika & Rahayu (2022), pemberdayaan ekonomi memerlukan kolaborasi antara 

pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan masyarakat, tidak 

hanya dalam proses perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan program 

pembangunan. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, menurut teori pemberdayaan (empowerment 

theory), bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam 

mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka (Perkins & Zimmerman, 1995). 

Dalam konteks ini, pemerintah desa harus lebih proaktif dalam memberikan pelatihan 

keterampilan dan akses terhadap sumber daya yang mendukung peningkatan ekonomi, 

seperti program pinjaman modal dan pelatihan kewirausahaan. 

Sejalan dengan penelitian Riyadi (2021), hasil penelitian ini juga menunjukkan 

pentingnya pemberdayaan melalui pengembangan kapasitas dan akses terhadap layanan 
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finansial. Dalam penelitian ini, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses ke 

layanan finansial formal, seperti perbankan, yang dapat mendukung usaha mikro mereka. 

Oleh karena itu, pemerintah desa perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk 

meningkatkan inklusi keuangan di desa tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi fokus utama dalam program-program 

nasional. Peningkatan infrastruktur jalan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan ini merupakan komitmen untuk 

mendukung masyarakat yang kurang beruntung agar mereka memiliki berbagai pilihan nyata 

terkait masa depan mereka. Proses yang panjang dalam penyusunan anggaran desa menjadi 

alasan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta 

pelaporan anggaran, yang memerlukan pendampingan. 

Advokasi merupakan langkah strategis yang bertujuan menciptakan kebijakan publik 

yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah kebijakan yang mungkin merugikan mereka. 

Melalui advokasi anggaran, masyarakat sangat terbantu dalam mengelola anggaran desa, 

khususnya dalam pembangunan fisik. Hal ini memungkinkan pengelolaan anggaran 

dilakukan dengan tanggung jawab, transparansi, serta melibatkan semua elemen masyarakat. 

Yang terpenting, tuntutan untuk memperbaiki fasilitas publik dapat segera direalisasikan. 
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